| “n.yﬁv I, \TURZ ' ‘ "y'ﬂ'ﬁ’yw
~ NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
~ KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN AKG® £

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI x
' ate ] N

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TR
o , BUPATI BANGGA, 8

~ Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq
Pemerintahan Daerah maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 2 Tahun 2005 perlu diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a periu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banggai.
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b Mengingat  : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah
A & Tingkat Il di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara
d Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
O 3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
h Nomor 3890); ) .

' i 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentahg Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ner
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ’
4355);
8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuk-
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo~

B
8]

Lembaran Negara Nomor 4389) : AS
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang - 2005

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tam* ADAN

Nomor 4437 ) ; GAl.

10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 te'
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembs
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44?2
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 19¢
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara ¢
Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan . f

4
DIpINdar dengan GCamscanney



: e : - p.mum:h’homommunzomummmmm Protokoler i

~ Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daouh-w.;.l .

~ Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417),

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35
Seri D Nomor 13 ),

20.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri E Nomor 7);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun

2005 Nomor 2 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINANDAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

DIpINdar dengan Uam&o’&nnev



ke isedi impinan dan anggota
angan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan angg
.l';ll-“nI{D gl':erupal jlaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan
Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka/wafat/tewas dan bantuan biaya
pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 15

~ Bagi pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau
~_ panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan
- diberikan tunjangan sebagai berikut : .
a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD:
c. Sekretaris, sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota, sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD:

' 3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut -

Pasal 17

(1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan
kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
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(2) tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
didalamnya suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) térfnasuk biaya general
check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. .

. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah dan ditambahka

3 n dua ayat yaitu ayat i
'_'.ffeseluruhan berbunyi sebagai berikut : oSl T

Pasal 21

 (2) Tunjangan pPerumahan sebagaimana dimaksud

! ada iberikan
dan dibayarkan et i Paaa ayat (1), diberikan dalam bentuk uang

terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
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s d Pmlml.tlhn sumber daya manusia dan profesionalisme;
e.

;: 31!
?  Ketentuan Pasal 26 diantara ayat
~ ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

an :thﬁpﬂhmu kegiatan : 2T
~ Kunjungan Kerja,

Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan
Daerah;

Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

(2) dan (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan

-

Pasal 26
as belanja penghasilan Pimpinan

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri at
dan Anggota DPRD dan Belanja

@

(23)

3

(4)

dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan
penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Kerja dan Anggaran

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dianggarkan dalam pos DPRD.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Pasal 21
dianggarkan dalam pos DPRD.

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1)
dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24
serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
gi:nr_ikgugtarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai
a. Belanja Pegawai

b. Belanja barang dan jasa;

c. belanja perjalanan dinas ;

d. belanja pemeliharaan;

e. belanja modal.

Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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apkan di Luwuk

Ditet ;
ada tanggal 25 April 2006

RAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 SERI E NOMOR 1
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